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ABSTRAK

Vanuatu merupakan salah satu negara Pasifik yang paling gencar mengangkat isu kemerdekaan
Papua melalui politik dan kebijakan luar negerinya. Ketentuan mengenai prinsip non-intervensi diatur
dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang menjelaskan bahwa suatu negara dilarang mencampuri urusan
dalam negeri negara lain. Penulis menganalisis studi kasus dengan menggunakan Non-Western
International Relations Theory dari Ibn Khaldun, khusushya konsep asabiyyah dengan 3 (tiga) variabel
yakni kesukuan, kebutuhan atau apa yang diperjuangkan, dan agama. Penelitian ini menemukan bahwa
tindakan Vanuatu didasari oleh rasa persatuan dan kesadaran kolektif antara Papua dengan negara-
negara Melanesia. Adanya ikatan rasa persaudaraan dan agama antara masyarakat Papua dan Melanesia
juga turut berpengaruh. Dukungan yang diberikan oleh Vanuatu juga dimotivasi oleh hak asasi manusia.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara mendalam apa yang diperbolehkan dan dilarang
berdasarkan prinsip non-intervensi dalam tindakan yang dilakukan Vanuatu di forum internasional.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam hukum internasional modern, intervensi
tidak hanya terbatas pada penggunaan kekuatan, tetapi melarang segala bentuk intervensi tidak
langsung, baik melalui politik, ekonomi, maupun diplomasi.

Kata Kunci : Vanuatu, Papua, Prinsip Non-Intervensi, Intervensi Kemanusiaan

ABSTRACT

Vanuatu is one of the most intense Pacific country in raising the issue of Papuan independence
through its politics and foreign policy. The provisions regarding the principle of non-intervention are
regulated in Article 2 paragraph (7) of the United Nations Charter which explains that a country is
prohibited from interfering in the internal affairs of other countries. The author analyzes the case study
using the Non-Western International Relations Theory from Ibn Khaldun, especially the concept of
asabiyyah with 3 (three) variables, namely ethnicity, needs or what they strive for, and religion. This
study finds that Vanuatu's actions are based on a sense of unity and collective awareness between
Papuans and the Melanesian race. The existence of ties of brotherhood and religion between the people
of Papua and Melanesia also has an effect. The support given by Vanuatu is also motivated by human
rights. The purpose of the research is to find out in depth what is allowed and prohibited under the
principle of non-intervention in the actions carried out by Vanuatu in international forums. This study
uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The data analysis technique
used is qualitative analysis. In modern international law, intervention is not only limited to the use of
force, but prohibits all forms of indirect interference, whether through politics, economics, and
diplomacy.

Keywords: Vanuatu, Papua, Principle of Non-Intervention, Humanitarian Intervention
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Hadye Lini (1980-1991), menyatakan bahwa
kemerdekaan Vanuatu belumlah sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia
terbebas dari kolonialisme (Hakwa, 2020). Inilah yang menjadi faktor utama latar belakang
alasan Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Bernard Narokobi dalam The
Melanesian Way (1983) menyebut bahwa Melanesia mencakup Papua atau Papua Barat, Papua
Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, juga Fiji. Hal ini pun menjadi faktor
pendukung Vanuatu mengupayakan kemerdekaan Papua/Papua Barat dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah Vanuatu aktif dalam mengungkit masalah Hak Asasi
Manusia (HAM) di forum internasional, yang termasuk di dalamnya Pacific Islands Forum,
Melanesian Spearhead Group, dan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
sebagai bagian dari kebijakan politik luar negerinya yang memperjuangkan kemerdekaan
bangsa-bangsa Melanesia, termasuk di dalamnya Papua Barat yang dipandang dijajah atau
ditindas oleh pemerintah Indonesia (Hidayat & Raditya, 2019).

Vanuatu tercatat sering mengomentari dan mengkritik perlakuan Indonesia terhadap
Papua Barat dalam Sidang Umum PBB. Peristiwa pada Sidang Umum PBB yang dimaksud
dilakukan secara terus menerus tiap tahun dimulai dari tahun 2013 (kecuali 2015) dengan
berpidato mengenai Indonesia telah melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua Barat.
Vanuatu pun mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia berdasarkan dari
serangkaian sejarah yang tercatat. Salah satu alasan keberpihakan itu karena Vanuatu menilai
Indonesia telah memperlakukan dan melakukan banyak pelanggaran, khususnya pelanggaran
hak asasi manusia terhadap Papua Barat secara tidak adil (Mardiyah, 2020).

Keberpihakan yang dimaksud serta dukungan Vanuatu pada Papua Barat dimulai pada
1962 ketika disepakatinya Perjanjian New York (New York Agreement) pada tanggal 15
Agustus 1962, diikuti dengan digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau Act of Free
Choice pada tahun 1969. Pepera adalah sebuah momentum saat masyarakat Papua Barat
diminta untuk memilih untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau memerdekakan diri

menjadi negara baru yang berdaulat.



Hasil dari Pepera menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua Barat memilih
untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia dan hasil tersebut disahkan dalam Sidang Umum
PBB pada tanggal 19 November 1969. Namun, Vanuatu menilai bahwa Perjanjian New York
dan Pepera merupakan ‘cacat hukum’ dan melanggar hak-hak asasi rakyat Papua karena tidak
dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni one man one vote melainkan melalui
sistem perwakilan dan pihak Indonesia telah berlaku tidak adil dengan memaksa Papua Barat
untuk memilih pilihan tersebut (Sabir, 2018).

Vanuatu meminta International Court Justice (ICJ) untuk memberi klarifikasi atas
legalitas terkait serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut, khususnya Pepera.
Vanuatu meminta agar Pepera dilakukan ulang dan melibatkan pengawasan internasional
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejak saat itu, Vanuatu terus menyuarakan dukungannya
terhadap Papua Barat dan tidak berhenti mengomentari ketidakadilan yang dilakukan Indonesia
pada Papua Barat. Tindakan nyata lain yang Vanuatu lakukan adalah pada saat Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Pacific Islands Forum (PIF) tahun 2010.

Pada saat itu, Vanuatu menjadi tuan rumah dan hal tersebut telah memberikan mereka
kekuatan lebih dalam menyampaikan berbagai pernyataan dan pendapat, khususnya mengenai
Papua Barat. Parlemen Vanuatu berharap agar masyarakat Papua Barat, yang diwakili oleh
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mencapai status sebagai observer di
pertemuan para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum
(PIF).

Melanesian Spearhead Group adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara
dengan latar belakang budaya Melanesia. Pacific Islands Forum adalah organisasi kawasan
beranggotakan negara-negara yang berada di Utara dan Selatan Pasifik. Kedua organisasi
tersebut memiliki beragam posisi bagi tiap anggotanya, salah satunya adalah observer. Negara
dengan posisi observer tidak memiliki suara langsung pada rapat ataupun pertemuan
organisasi. Namun, mereka berhak untuk menyampaikan pernyataan apabila diminta dan tidak
memiliki akses terhadap dokumen yang bersifat confidential atau rahasia.

Indonesia sendiri awalnya berada pada posisi observer. Namun, saat ini Indonesia telah
berada di posisi associate member, yaitu posisi dimana suatu negara dapat terlibat dalam proses
pengambilan keputusan dan memiliki akses terhadap dokumen rahasia. Walaupun begitu, pada
KTT tersebut, Vanuatu belum berhasil mewujudkan keinginannya yakni agar ULMWP
menjadi observer dalam MSG dan PIF.

Pada tahun yang sama, parlemen Vanuatu mengadopsi Rancangan Undang-Undang yang

menegaskan pengakuan Vanuatu atas kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Hal tersebut



menunjukkan seberapa gencar dan kuat niat Vanuatu dalam mendukung pembebasan Papua
Barat dari Indonesia. Setelah bertahun-tahun terus menyuarakan dukungannya, ULMWP
mendapatkan posisinya sebagai observer di MSG pada tahun 2015. Hal tersebut diresmikan
pada KTT ke-20 MSG yang diadakan di Kepulauan Solomon. Sebelumnya, posisi ULMWP
tersebut sempat ditolak karena negara-negara anggota MSG menganggap organisasi tersebut
bukanlah representasi sepenuhnya dari masyarakat Papua Barat (Raharusun, 2020).

Tudingan Vanuatu kepada Indonesia dimulai pada tahun 2013 dengan mengomentari dan
mengkritik Indonesia pada Sidang Umum PBB. Hal tersebut dimulai dari Sidang Umum PBB
ke-68 tahun 2013. VVanuatu dan beberapa negara pasifik lainnya berpidato mengenai bagaimana
Indonesia telah melanggar HAM masyarakat Papua Barat. Hal tersebut mereka lakukan untuk
mendesak Indonesia agar melepaskan provinsi Papua Barat. Lalu pada Sidang Umum PBB ke-
72 tahun 2017, Vanuatu bersikeras menunjukkan pelanggaran HAM Indonesia terhadap Papua
Barat dan masih dengan tujuan yang sama, yaitu agar Papua Barat dapat meraih kemerdekaan.

Permasalahan tersebut pun masih berlanjut pada Sidang Umum PBB ke-73 tahun 2018
dan terus membawa isu ini sampai ke Sidang Umum PBB ke-74 tahun 2019. Pada Sidang
Umum PBB ke-74 ini, Vanuatu meminta PBB untuk mendatangi Papua Barat dan mengecek
bagaimana kondisinya. Konflik diplomatik antara VVanuatu dengan Indonesia terulang kembali
pada Sidang Umum PBB ke-75 yang diselenggarakan pada 26 September 2020, Vanuatu
konsisten menunjukkan dukungan kuatnya akan kemerdekaan Papua Barat diwakili oleh
perwakilan dari Vanuatu (Perdana Menteri Republik Vanuatu), Bob Loughman dengan
menangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang dilakukan oleh Indonesia.
Dengan penjelasan bahwa sampai saat ini tidak ada kemajuan berarti dalam kasus-kasus HAM
di Papua. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah Indonesia menyetujui permintaan dari
para pemimpin negara-negara Pasifik untuk mengizinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke
Papua (Mardiyah, 2020).

Dengan prinsip non-intervensi yang tertanam kuat dalam hukum internasional, dilema
yang terus berlanjut bagi masyarakat internasional adalah bagaimana menentukan kapan
campur tangan dalam urusan internal negara lain naik ke tingkat “pemaksaan” yang melanggar
hukum internasional. Ancaman langsung atau penggunaan kekuatan militer terhadap suatu
negara jelas bersifat koersif, tetapi dalam lingkungan internasional saat ini dengan berbagai
kewajiban perjanjian dan pasar yang terintegrasi secara global, sarana militer bukanlah satu-
satunya mekanisme untuk “memaksa” suatu negara agar tunduk atau patuh pada keinginan
negara lain. Kasus Nikaragua secara implisit mengakui bahwa prinsip non-intervensi dapat

meluas ke campur tangan tidak langsung melalui cara lain, seperti tekanan ekonomi dan politik.



Namun, pada saat yang sama, sulit untuk menarik garis antara tekanan internasional yang
diizinkan dan paksaan yang tidak diizinkan (Dubay, 2014).

Sampai saat ini, kasus mengenai Vanuatu dengan Indonesia belum ditemukan jawaban
atau pemecahan. Hal ini dikarenakan faktor diplomasi publik Indonesia terhadap sikap politik
Vanuatu belum berhasil dilakukan sebagaimana diuraikan dalam jurnal yang dibuat oleh
Mahasiswa Universitas Indonesia, Sabir (2018) yang meneliti kasus ini dari segi diplomasi
politik. Karena kasus ini belum ditemukan pemecahan dari segi hukum oleh orang lain
sehingga penulis menemukan masalah ini sangat menarik untuk dibahas agar ditemukan
jawaban hukum yang konkrit atau paling mendekati kebenaran.

Merujuk pada Law of Treaties, menurut Parthiana (2002), anggota (party) adalah negara
yang telah menyatakan diri terikat pada perjanjian internasional, dan karenanya perjanjian itu
berlaku bagi negara tersebut (a state which has consented to be bound by the treaty and for
which the treaty is in force). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu negara yang
menyandang status sebagai anggota sebuah perjanjian internasional wajib tunduk pada isi
perjanjian tersebut. Indonesia dan Vanuatu merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa,
dan harus tunduk pada Piagam PBB.

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menjelaskan bahwa suatu negara dilarang untuk ikut
campur atau mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Apabila Vanuatu terbukti
melanggar prinsip non-intervensi sebagaimana tercantum dalam pasal ini, maka Vanuatu
sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertanggungjawab atas tindakan yang telah
dilakukannya, Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan tanggung jawab negara yang
diatur dalam Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Tanggung Jawab
Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional) yang diatur oleh International Law
Commission (Artikel ILC).

Maka, dalam penulisan ini akan diteliti mengenai kebijakan politik luar negeri Vanuatu
terhadap Indonesia dan dukungan politik nya terhadap gerakan kemerdekaan Papua,
pertanggungjawaban negara apa yang timbul dan harus dilaksanakan oleh VVanuatu berdasarkan
ketentuan dalam Draft Articles ILC, dan tindakan apa yang dapat dilakukan Indonesia apabila
Vanuatu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Dengan harapan topik ini dapat
memberi kontribusi kepada masyarakat internasional mengenai pengembanan ilmu hukum
internasional terkait non-intervensi yang diatur dalam Pasal 2(7) Piagam PBB dan
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Tanggung Jawab Negara atas
Tindakan yang Salah Secara Internasional) yang diatur oleh International Law Commission
(Artikel ILC).



1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka munculah rumusan masalah yang
akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apa ukuran intervensi yang diperbolehkan dan apa yang dilarang berdasarkan
perkembangan hukum internasional terkait prinsip non-intervensi?
2. Apakah sikap politik dan kebijakan luar negeri serta dukungan kemerdekaan Papua
Barat adalah campur tangan terhadap urusan dalam negeri yang legal atau illegal

menurut prinsip non-intervensi yang dimaksud dalam Pasal 2(7) Piagam PBB?

1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai prinsip non-intervensi yang terdapat
pada Pasal 2(7) Piagam PBB.
2. Untuk menemukan jawaban mengenai penyelesaian isu separatisme di Papua terkait
kebijakan luar negeri Vanuatu dan dukungannya serta pertanggungjawaban apabila

Vanuatu terbukti melanggar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara

praktis sebagai berikut:

1. Sebagai referensi untuk masyarakat internasional guna menghadapi dan/atau
mencegah kasus non-intervensi kepada negara nya.

2. Memberikan pemahaman tentang Pasal 2(7) Piagam PBB yang berbicara mengenai
prinsip non-intervensi.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan kepada
masyarakat internasional mengenai perbuatan Vanuatu kepada Indonesia dan dapat
digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembanan ilmu hukum
internasional mengenai prinsip non-intervensi serta dapat dijadikan referensi untuk

penelitian yang berkaitan selanjutnya.



1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembanan ilmu pengetahuan maupun
teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan
dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Untuk melakukan penelitian di bidang
hukum pun diperlukan metodologi penelitian khusus hukum. Penelitian itu sendiri dewasa nya
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten
(Soekanto & Mamudji, 2015).

Dalam penelitian yang mempunyai judul “Pelanggaran Prinsip Non Intervensi Terkait
Pasal 2(7) Piagam PBB Oleh Vanuatu Kepada Indonesia Dalam Forum Internasional” Jenis
metode penelitian yang penulis pilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode
deskriptif analisis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum (Admin Idtesis, 2012).

Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan
perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil
penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yakni penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus
(case approach). Teknik Pengumpulan Data yang dipakai adalah kepustakaan atau studi
pustaka dengan mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber
kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

Jenis data dan teknik analisa yang dipakai melalui pendekatan kualitatif yang diperoleh
dari data sekunder. Maka untuk menelaah penulisan ini dibutuhkan data-data faktual mengenai
Vanuatu mengintervensi Indonesia terkait kebijakan luar negeri dan dukungannya terhadap
gerakan separatis Papua dan mengkaitkan nya dengan peraturan perundang-undangan serta

hukum yang berlaku.



1.6. Sistematika Penulisan
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I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
1.5. Metode Penelitian

1.6. Sistematika Penulisan

Il. Kebijakan dan Sikap Politik Vanuatu

Bab ini akan menguraikan latar belakang mengenai dukungan Negara Republik
Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat dan kerangka pemikiran mengenai
mengapa negara tersebut selalu memperjuangkan dan mendukung gerakan
separatis Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta fakta-
fakta mengenai kebijakan politik luar negeri Vanuatu dan dukungannya dalam
forum-forum internasional serta elemen-elemen yang menjadi pendukung
hipotesis terkait pembuktian bahwa Vanuatu melanggar atau tidak melanggar

prinsip non intervensi yang diadopsi oleh Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

I11. Pengaturan Prinsip Non-Intervensi dan Penerapannya Dalam Hukum
Internasional

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan secara lengkap
landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang dapat
digunakan sebagai dasar acuan penelitian dan tinjauan umum mengenai prinsip
non intervensi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB secara
komprehensif, asas penafsiran UN Charter, dan pertanggungjawaban negara
apabila Vanuatu terbukti melanggar prinsip non-intervensi serta tinjauan
mengenai kesadaran hukum dan implementasi pasal tersebut untuk negara
dan/atau masyarakat internasional.

IV. Analisis Penerapan Prinsip Non-Intervensi Terhadap Kebijakan dan
Sikap Politik Vanuatu Ditinjau Berdasarkan Pasal 2(7) Piagam PBB
Dalam bab ini dibahas mengenai penerapan prinsip non-intervensi yang diatur

dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB terhadap kebijakan politik luar negeri dan



BAB

dukungannya terhadap gerakan  separatis Papua Barat, serta
pertanggungjawaban negara menurut ILC Article (state responsibility) apabila
Vanuatu terbukti salah, serta pertanggungjawaban negara yang timbul akibat
perbuatan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu kepada Indonesia.

V. Kesimpulan
Bab ini adalah bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan terkait dengan

hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.
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